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AT fustitio ruat caelior

vang berarth hendalk

lah keadilan dilegak.

kan walanpun langit
akan runtuh. Kalimat bijak
yang dincapkan Lucius Calpuor-
nius Piso Caesoninus (43 SM)
melukiskan herapa agungnya
penegakan hukum itu.

Perkataon i kontradiksi
dengan pernyataan Deputi Pe-
nindakan dan Eksekusi Komisi
Pemberantasan Kormupsi (KPK),
Asep Gunmar Rahayu, pada 1
September 2023 yang akan me-
meriksa Muhaimin Tskandar
terkait dengan dugaan korupsi
pengadaan sistem pengawasan
dan pengelolaan data proteksi
tenaga kerja Indencsia (TKIL.
Pengadaan senilai Rp20 miliar
lebih itu terjadi pada 2012 saat
Muhaimin menjabat Menteri
Kemenakermans.
Pengumuman kasus di luar

nalar ita berselang sah hari se-
telah Surya Paloh menyatakan
kerfa sama politik dengan PKB
pada Pilpres 2024. Sebelum-
iy, laporan hasil pemeriksaan
(T.HP) BPK 2013 atas kegiatan
tersebut menemukan Kerugian
keuangan negara yang tidak
memenuhi unsur korupsi. Na-
mun. KPK berdalih adanya
pengaduan masyarakar sewelah
11 tahun herselang sebagai da-
sar melakukan proses hukum
dan penetapan ersangka.

Publik curiga apakah peng-
urnuman KPK yvang momennya
bersamaan dengan deklarasi
pasangan capres dan cawapres
2024 yang diusung koalisi Nas-
Nem, PER, dan PES memiliki
hubungan. Sulit membaniah
fidak adakaitannya karena KPK
sudah merencanakan memang-
gil Kema Umum PEE ftu tga
hari setelah deklarasi pasangan
pilpres tersebut.

Pegiat demokrasi herharap
penindakan pidana korupsi
mumi penegaksn hukom dan
semua pihak menjaga dugaan
korupsi yang dituduhkan ke-
pada kontestan Pemllu 2024
tidak menjadi knmoditas polink.
EPKE diharapkan mampu me
nangani korupsi secara profe
siomal, penuh integritas, dan
hebas dari pengaruh kekuasaan
mana pun,

Konstruksi hukum kasus
sistem proteksi TKI

Analists kronelogh kasus di
perlukan untuk mencermati
kegiotan sistem proveksi TEE
menjadi peristiwa pidanayang
mengakibatkan ditetapkan
dua pejabat Kemenaker saat
itu dan zatu rekanan seba-
gai tersangka. Kegiatan peng-
adaan itu didanai dark DIPA
APEN Kemenakertrans 2012
dengan rekonan lalah PT Adi
Inti Mandiri.

Peme riksaan yang dilakulkan
Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) 2013 memang menemu-
kan adanya kerugion negara
senilai RpA miliar lebih dan me-
Tekomendasikan mnmran gant
rugi kepada PT Adi Inti Mandiri
sehagai rekanan. Moniroring
oleh Itjen Kemenaker memas-
tikon 2017 semua termnan keru
gian negars dan sanksi admi-
nistratf telah ditindaklanjut,
Seyogianya kerugian keuangan

=en
negarayang berasal dari peme-
riksaan reguler BPK dan telah
ditindaklanjuti kementerian/
lembagn tidak boleh dipidana.

Menurut T Nomar 15 Ta-
hun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung
Jawah Keuangan Negara, pe-
metiksa dapat melaksanakan
pemeriksaan investigatf guna
mengungkap adanya indikasi
kerugian negara/dacrah dand
atau unsur pidana. Selanjut-

nya. ULl Nemor 15 Tahun 2006
temrang Badan Pemeriksa Ke-
uangan. BPK menilai dan/atau
menetapkan jumlah kerugian
negara yang diakibatkan per-
buatan melawan hukum, baik
sengaja maupun lalai,

Mekanisme audit investigasi
BEPK diatur dengan Peraturan
EPK RI Namocr 1 Tahun 20017
dan Peraturan BPK RI Nomor
1 Tahun 2020 RPK dapat me-
laksanakan audit investigasi
apabiladarihasil pemeriksaan
keuangan atau pemeriksaan
dengan majuan testentu (PDTTY
ditemukan adanya indikasi ke-
CUTANgan atau penyimpangan
aturan keuangan negara. Hasil
pemeriksaan investigasi disam-
paikan kepada KPK atau aparat
penegak hukwm (APH).

Ketika BPK tidak menemu-
kan indikast kecurangan, BPK
tidak melaleukan audit investi-
gasi, yang berarti BPK menilai
kerugian negara tersebut ti-
dak memenuhi unaur korupsi,
Semua temuan kerugian ke-
uangan negara yang herasal
dari pemeriksaan keuangan
atau PDTT bersifar nonyudisial
atau tidak mengandung unsur
pidana kompsi, Sesual dengan
regulasi keuangan negars,
remuan Kerugian kenangan ne-
gara itu cukup ditindaklanjuti
dengan tunmatan ganti rugi dan
sanksi administratif.

Ketentuan dimaksudkan
menjaga jangan sampai KPK
atau APH menggunakan LHP
BPFE untuk memidanakan

aparat negara erkait. Apahila
semua temuan kerugian ne-
gara dari proses pemeriksaan
reguler BPK diproses secara
pidana, tentu bertentangan de-
ngan U Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Ne
gara serta T Nomor 15 Tahun
200 terhadap kerugian negara
yangtelah dikembalikan hanya
dikenai sanksi administratif.

Potensi gugatan
praperadilan dan PTUN

Dalam penetapan tersangha
kasus in1, KPK hanya memiliki
penghitungan kerugian ke-
uangan negara yang berasal
dari laporan pemerikeaan EPK
2013, Para tersangka dapar me-
lakukan gugatan praperadilan
apabila KPK menggunakan
laporan pemeriksaan BPK ter-
sebut karena bukon unmik pem
bulitian pidana korupsi,

LHP BPE im karena tidak
ditindaklanjuti dengan audit
investigasi menjadi bukrd ridak
terjadinya peristiwa pidana
kerupsi. Panat menjadi perta-
nyaan, sekonyong komyong KPK
menerima pengadiuan masya
rakat tersebut dan membenar-
kan adanya peristiwa pidana
korupsi

Sehaliknya, kalau KPK me-
lakukan penghitungan sendiri
dan mengabaikan hasil peme-
rikeaan BPK, tindakan itu ber-
tentangan dengan penjelasan
Pazal 32 ayat 1 UU Nomor 31
Tahumn 195% menyatakan suatu
kerugian negara telah nyata

dan pasti apabila kerugian ter-
sehursudah dapat dihitung her-
dasarkan hasil temuan instansi
vang herwenang atau akuntan
publik yang ditunjuk.

Instansi yang berwenang me
nyalakan kerugian keuangan
negara berdasarkan putusan
Mahkamah Agung ialah BPK.
Ketika penghirungan kerugian
negara oleh KPK itu dijadikan
dasar penetapan tersangka, la-
poran penghitungan kerugian
Ekruangan negara terschut da
pat digugat ke PIUN.

Korupsi bukanlah delik adu
an yang prosesnya ditentukan
ada ridaknya pengaduan, Apa
hila KPK membiarkan kasus
i selama lebih 10 rahun dan
tiba-tiba menyatakan ada ter-
sangka, jangan salahkan pub
lik menilai KPK melakukan
politisasi hukum. Modusnya
dapat dengan sengaja menyim-
pan kasus politisi dan pejabat
publik serta mengintip kapan
akan diungkap sesuai dengan
kepentingannya.

Proses hukum seperti i me
nimbulkan kesan KPK memiliki
agenda rertente dalam pena
nganan perkara korupsi. Pegiat
demakrasi berharap KPK ddak
menjadikan perkara karupsi it
sehagal sandera unmk kepen-
tingan pihak-pihak tertentu.
Semoga KPK sebagai instirusi
pemberantasan korupsi tidak
menjadt alat aau diperalat
kekuasaan mana pun dalam
upaya penegakan hukum yang
berkeadilan.



